
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PEMERINTAJi PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI 
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 
Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas 
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. 

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur 
Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan 
Ruang serta dalam rangka penyesuaian terhadap 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung perlu dilakukan percepatan 
pelayanan perizinan terkait bangunan gedung 
sehingga Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 
sebagaimana huruf a khususnya terkait pelayanan 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) perlu 
disempurnakan; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang 
Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Terpadu Satu Pintu. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Pemerjntah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Menimbang 



Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Umum Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung; 

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2015; 

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2019; 

11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan 
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Penyelenggaran Bangunan Gedung; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Tata Bangunan; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

16. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 
tentang Izin Pemanfaatan Ruang; 

17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2021 
tentang peraturan pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
Terpadu Satu Pintu Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu 
Pintu Provinsi DKI Jakarta 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEM PAT 

KELIMA 

KEENAM 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU 

Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas 
Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu. 

Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU 
meliputi Persyaratan, Formulir, Output dan SOP 
Izin Mendirikan Bangunan (1MB). 

Jenis Izin Mendirikan Bangunan (1MB) terbagi 
dalam 4 (empat) tipe yaitu Relaksasi, Sementara, 
Definitif dan Bertahap. 

1MB Relaksasi adalah 1MB yang diterbitkan untuk 
bangunan Eksisting yang memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis bangunan 
yang ditentukan dalam SK Kepala DPMPTSP 
No.174 Tahun 2020 dan pertimbangan kondisi 
masyarakat akibat wabah Covid- 19. 

1MB Definitif adalah 1MB yang diterbitkan untuk 
bangunan yang Sesuai dengan ketentuan tata 
ruang dan memenuhi persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis bangunan 

1MB Sementara adalah 1MB yang diterbitkari untuk 
bangunan yang Penggunaanya dibatasi oleh waktu 
tertentu terhadap lokasi bangunanannya dan dapat 
diperpanjang, dengan ketentuan: 
• Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan 

RDTR dan PZ namun rencana pemanfaatan 
ruangnya belum dan/atau tidak dapat 
diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta; atau 

• Bangunan/prasarana yang keberadaannya 
dibatasi waktunya, seperti direksi keet, 
bangunan rekiame, batching plant temporer, 
dan lainnya. 

• Alas hak kepemilikan tanah berupa girik atau 
dokumen lain selain setifikat. 

• Memiliki masa berlaku yang berjangka: 
- Pendek: <6 Bulan, Berupa konstruksi untuk 

kegiatan bersifat temporer 
- Menengah : 6 Bulan -3 Tahun 
- Panjang: > 3 TAHUN, Dapat berubah menjadi 

bersifat tetap sampai ada penetapan 
terhadap Revisi RDTR dan PZ 



KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

1MB Bertahap adalah 1MB yang diterbitkan untuk 
bangunan dengan ketentuan: 
1. Tinggi Bangunan > 4 (empat) lantai; 
2. Luas Lantai dasar> 2000 m2; dan /atau 
3. Menggunakan pondasi dalam. 

Dengan tahapan: 
• 1MB PERSIAPAN 

- Telah memenuhi persyaratan administratif 
dan teknis (proposal) 

- Telah sesuai peraturan atau tidak 
memerlukan diskresi atau telah 
mendapatkan IPPR 

- Status tanah telah dikuasai 
• 1MB PONDASI 

- Gambar ARS telah mendapat penilaian teknis 
dan persetujuan dan TABG -AP 

- Gambar struktur bawah sudah mendapat 
penilaian teknis dan persetujuan dan TABG-
SG 

• IMBSTRUKTURATAS 
- Gambar struktur (bawah dan atas) sudah 

mendapat penilaian teknis dan persetujuan 
dan TABG-SG 

• 1MB MENYELURUH 
- Telah mendapatkan penilaian teknis dan 

persetujuan struktur dan TABG SG 
- Sudah mendapat penilaian teknis dan 

persetujuan dan TABG ME 
- Telah mendapat pengesahan rekomendasi 

AMDAL dan/atau UKL/UPL 
• 1MB DEFINITIF 

- Telah mendapatkan persetujuan pekerjaan 
menyeluruh 
Telah mendapat pengesahan izin lingkungan 
AMDAL dan/atau UKL/UPL) 
Telah mendapatkan rekomendasi teknis yang 
dipersyaratkan 

Kriteria standar pemberian 1MB sebagaimana pada 
diktum KESATU untuk kewenangan Up PM PTSP 
Kelurahan dengan tipe 1MB adalah sebagai berikut: 
a. Bangunan Rumah Tinggal Eksisting paling 

tinggi 2 (Dua) Lantai 
b. Lahanmaks, 100m2 
c. Menetapkan/Renovasj Ringan 
d. Rumah Ibadah Eksisting; 

Kriteria standar pemberian 1MB sebagaimana pada 
diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP 
Kecamatan adalah sebagai benikut: 
a. Bangunan Rumah Tinggal paling tinggi 3 (Tiga) 

Lantai 
b. Membangun Baru/ Renovasi Berat 
c. Menetapkan Lahan mm. 100m2 
d. CagarBudaya 
e. Cluster 
f. Non Hunian maks. 1000m2 dan Luas 

Bangunan maks. 1300m2 2 Lantai) 



KESEPULUH 

KESEBELAS 

KEDUABELAS 

KETI GAB ELAS 

KEEMPATBELAS 

KELIMABELAS 

KEENAM BELAS 

Kriteria pemberian 1MB sebagaimana pada diktum 
KESATU untuk kewenangari UP PM PTSP 
Kota/ Kabupaten Adinistrasi adalah sebagai berikut: 
a. Bangunan Non-Rumah Tinggal Paling Tinggi 8 

(Delapan) Lantai 
b. Lahanmin. 1000m2 
c. Basement maks. 1 lantai 

Kriteria standar pemberian 1MB sebagaimana pada 
diktum KESATU untuk kewenangan DPMPTSP 
adalah sebagai berikut: 
a. Non Rumah Tinggal paling rendah 8 (delapan) 

Lantai 
b. Pondasi Lebih Dalam > 2m 
c. Bangunan khusus 

Pelayanan Perizinan 1MB bangunan rumah tinggal 
eksisting relaksasi sebagaimana diktum KESATU 
secara teknis meliputi: 
a. Pendampingan dalam tahap pra permohonan 

dan penginputan permohonan perizinan pada 
sistem perizinan Jakevo; 

b. Pendampingan dalam proses Gambar 
Perencanaan Arsitektur 3D. 

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan 
dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 dengan 
penyempurnaan terkait prosedur dan tata cara 
yang sebagaimana diatur dalam Keputusan mi 
terdiri dan: 
1. Lampiran I: Persyaratan Permohonan 1MB 
2. Lampiran II: Formulir Permohonan dan 

Pernyataan terkait Penerbitan 1MB 
3. Lampiran III: Format Surat Keputusan 1MB 

Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan 1MB 
Bangunan Cluster dan Bangunan Deret lebih dan 5 
(lima) unit akan diatur dengan Keputusan 
tersendiri. 

Dengan berlakunya keputusan mi, Ketentuan 
terkait 1MB dalam Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Nomor 167 
Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dinyatakan tidak berlaku 

Ketentuan tentang Standar Operasional dan 
Prosedur (SOP) akan ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas tersendiri. 



KEPALA DI 
PEL __";'DU SATU PINTU 

___ JA1 'T 

SCANDRA 
808199703 1004 

ANAMAN MODAL DAN 

KETUJUHBELAS Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Keputusan Kepala Dinas mi berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal April 2021 

Tembusan: 
1. Gubernur Provinsj DKI Jakarta; 
2. Sekretarjs Daerah Provinsj DKI Jakarta; 
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; 
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta; 
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda. Provinsi DKI Jakarta; 
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; 
8. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta. 



Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI 
Jakarta 
Nomor c) 

1ct.1' Zo2) 
Tanggal

i -c)) ))fl 

No. I 
Bidang Pekerjaan Umum 

Checklist Persyaratan 
Izin Mendirikan Bangunan 

Kewenangan UP PMPTSP Kelurahan 
Dasar Hukum Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020 
Diajukan Secara Online melalui jakevo.jakarta.go.id  

No Persyaratan Ada Tidak 
ada 

I Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan 
keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 

2 Pernyataan keabsahan Kepemilikan bangunan di atas materai Rp. 10.000 derigan 
informasi ama terbangun mm. > 5 Tahuri (jika menetapkan) 

3 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab 
Jika Usaha Perorangan 
- Kartu tanda Penduduk (KTP) 
- NPWP 
Jika Badan Usaha 
- NIB (Nomor Induk Berusaha) 

4 Surat kuasa permohonan 1MB 
5 Bukti Kepemilikan Tanah (Scan AsH) dengen ketentuan: 

• Girik -> 1MB Sementara (IRK titik) 
• Sertifikat yang NlBnya sudah ada di aplikasi sentuh tanahku -> 1MB 

Definitif/Sementa ra 
6  Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir 
7 Foto lokasi (Sudut kin, sudut kanan dan depan) 
8 Perizinan Yang Dimiliki 

Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku 
14 Han Kerja Perda 1 Tahun 2015 - Untuk 1MB yg sesuai Selama bangunan masih 

sesuai 
- 1MB bersifat sementara berjangka dengan masa 

berlaku paling ama 3 tahun 



Checklist Persyaratan 
Izin Mendirikan Bangunan 

Kewenangan UP PMPTSP Kecamatan 
Dasar Hukum Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020 
Diajukan Secara Online melalui jakevo.jakarta.go.id  

No Persyaratan Ada Tidak 
ada 

I Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan 
keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 

2 ldentitas Pemohon/Penanggung Jawab 
Jika Usaha Perorangan 
- Kartu tanda Penduduk (KTP) 
- NPWP 
Jika Badan Usaha 
- NIB (Nomor Induk Berusaha) 

3 Surat kuasa permohonan 1MB 
4 Bukti Kepemilikan Tanah 

5 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir 
6 Foto lokasi (Sudut kin, sudut kanan dan depan) 
7 Perizinan Yang Dimiliki 
8 IRK: 

Peta BPN (maks. 200m2) 
Hash ukur SKB (mm. 200m2) 

9 Lembar Pengesahan GPA: 
Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) 
Disetujui oleh IPTB (Non Rumah TinggaL/Rumah Tinggal dengan basement/lift) 

10 GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) 
11 Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya) 
12 IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika 

memiliki basement/lift/Bentang 6m) 

Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku 
14 Han Kerja Perda 1 Tahun 2015 - Untuk 1MB yg sesuai Selama bangunan masih 

sesuai 
- 1MB bersifat sementara berjangka dengan masa 

berlaku paling lama 3 tahun 



Checklist Persyaratan 
Izin Mendirikan Bangunan 

Kewenangan UP PMPTSP Kota 

Dasar Hukum Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020 
Diajukan Secara Online melalui jakevo.jakarta.go.id  

No Persyaratan Ada Tidak 
ada 

I Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan 
keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 

1MB 
Persiapan 

2 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab 
Jika Usaha Perorangan 
- Kartu tanda Penduduk (KTP) 
- NPWP 
Jika Badan Usaha 
- NIB (Nomor Induk Berusaha) 

3 Surat kuasa permohonan 1MB 
4 Bukti Kepemilikan Tanah 

5 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir 
6 Foto lokasi (Sudut kin, sudut kanan dan depan) 
7 Perizinan Yang Dimiliki 
8 IRK berupa Hash ukur Surveyor Kadaster Benlisensi (SKB) 
9 Lembar Pengesahan GFA: 

Disetujui Arsitek (<3 lantai) 
Disetujui oleh IPTB (> 3 lantai) 

1MB Struktur 

10 GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) 
11 Gambar Struktur (Jika lebih dan 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB 

12 Gambar ME (Jika lebih dan 4 Iantai) yang Dijamin oleh IPTB 1MB 
Menyeluruh 

13 Izin Lingkungan (mm. 4 Lantal) 1MB 
Definitif 14 Andal Lalin (mm. 4 Lantai) 

15 Laporan GPA 
Tersusun dan: 
Data 
• Peta lokasi 
• Foto Iingkungan sekitar 
• GambarKRK 
• Gam bar bangunan asli/eksisting 

Perancangan 
• Perancanga bangunan 
• Gam bar 3 dimensi 
• Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang 
• Cagar budaya 
• Rencanatapak 
• Denah tiap lantai 
• Potongan 

Lingkungan 
• Analisa dampak lingkungan 
• Akses kendaraan, pejalan kaki, servis 
• Skema pembuangan/ pengolahan sampah 
• Perhitungan parkir 
• Landscape 
• Tata air 

Evakuasi 
• Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran 
• Posisi fcc 
• Area titik kumpul 

Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku 
35 Han Kerja Perda 1 Tahun 2015 - Untuk 1MB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai 

- 1MB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku 
paling lama 3 tahun 



Checklist Persyaratan 
Izin Mendirikan Bangunan 

Kewenangan DPMPTSP 
Dasar Hukum Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020 
Diajukan Secara Online melalui jakevo.jakarta.go.id  

No Persyaratan Ada Tidak 
ada 

I Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran 
dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 

1MB 
Persiapan 

2 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab 
Jika Usaha Perorangan 
- Kartu tanda Penduduk (KTP) 
- NPWP 
Jika Badan Usaha 
- NIB (Nomor Induk Berusaha) 

3 Surat kuasa permohonan 1MB 
4 Bukti Kepemilikan Tanah 

5 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir 
6 Foto lokasi (Sudut kin, sudut kanan dan depan) 
7 Perizinan Yang Dimiliki 
8 IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) 
9 Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh 

TABG AP 
1MB 
Pondasi 

10 GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) 
11 Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh 

TABG SG 
12 Gambar StrukturAtas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG 

SC 
1MB 
Struktur 

13 Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME 1MB 
Menyeluruh 

14 Izin Lingkungan (mm. 4 Lantai) 1MB 
Definitif 15 Andal Lalin (mm. 4 Lantai) 

16 Laporan CPA 
Tersusun dan: 
Data 
• Peta lokasi 
• Foto Iingkungan sekitar 
• Gambar krk 
• Gambar bangunan aslileksisting 
Perancangan 
• Perancanga bangunan 
• Gambar 3 dimensi 
• Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang 
• Cagarbudaya 
• Rencanatapak 
• Denah tiap Iantai 
• Potongan 
Lingkungan 
• Analisa dampak Iingkungan 
• Akses kendaraan, pejalan kaki, servis 
• Skema pembuangan/ pengolahan sampah 
• Perhitungan parkir 
• Landscape 
• Tata air 



Evakuasi 
• Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran 
• Posisi fcc 
• Area titik kumpul 

Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku 

50 Han Kerja Perda 1 Tahun 2015 - Untuk 1MB yg sesuai Selama bangunan masih 
sesuai 

- 1MB bersifat sementara berjangka dengan masa 
berlaku paling lama 3 tahun 



Berita Acara Lapangan 

Nama AJIB 
Nama Juru Ukur 
Hari/Tanggal 
Koordinat Lokasi 
Permohonan 

I. SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN (menggambarkan ukuran, posisi terhadap 
jalan, dan letak persil lahan dan ban gunan sesuai kondisi eksisting) 



2. IDENTITAS PEMOHON 

Nama 

NIK 

Posisi dalam Keluarga 

Badan Hukum 
(jika ban gunan 
digunakan utk usaha 
non UMKM) 

NIB (Nomor Induk 
Berusaha) 
Posisi dalam Badan 
Hukum 
NomorIUMK(/ika 
ban gunan digunakan 
untuk UMKM) 

3. INFORMASILAHAN 

Jumlah Bukti Kepemilikan 
Lahan 
Jenis Bukti 
Kepemilikan Lahan 
(p/I/h sa/ah satu dengan 
memberikan tanda ) 

: LI Hak Milik 
LI Hak Guna Bangunan 
LI Hak Pakai 

Gi -ik 
L Lainya (sebutkan)  

Nomor Identitas 
Bidang Tanah (NIB) 
Nama Pemegang 
bukti kepemilikan 
Masa Berlaku bukti 
kepemilikan lahan 
Jumlah SPPT PBB 

NomorSPPTPBB 
(NOPD) 
Nilai PBB Rp. 

Luas Total Lahan 
Berdasarkan Sertifikat 

Jika NIB dan NOPD Iebih dan satu aar Nomor NIB dicatat oada tabel dibawah mi 
NIB1 : 
NIB2 
NIB3 
NOPD1 
NOPD2 
NOPD3 



4. INFORMASI BANGUNAN 

Kondisi Bangunan 
(pilih salah satu 
den gan memberikan 
tanda Y) 

: Li Kosong 
Li Terbangun 

Hanya Diisi Jika Kondisi Bangunan adalah Terbangun 

Jumlah Lantal Bangunan 
(pilih salah satu den gan 
memberikan tanda V) 

: LI I Lantai 
Li 1.5 Lantai 
El 2 Lantai 
LI 2.5Lantai 
Li 3 Lantai 

Tahun Pembangunan 
(berdasar informasi 
pemohon/pemilik) 

Fungsi Bangunan 
(pilih salah satu dengan 
memberikan tanda V) 

Li Hunian 
Li Keagamaan 
Li Sosial Budaya 
Li Usaha 
Li Campuran 
Li Khusus 
Li Pemerintahan 

Kompleksitas Bangunan 
(p/I/h salah satu den gan 
memberikan tanda /) 

: Li Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi 
sederhana) 

Li Tidak Sederhana (karakter, kompleksftas dan 
teknologi tidak sederhana) 

Li Khusus (penggunaan dan persyaratan khusus) 

Permanensi Bangunan 
(pilih salah satu den gan 
memberikan tanda i/) 

: U Darurat (umur layanan bangunan s/d 5 tahun) 
[1 Semi Permanen (umur layanan bangunan 5 

s/d 10 tahun) 
LII Permanen (umur layanan bangunan di atas 

20 tahun) 

Riko Kebakaran 
(pilih salah satu dengan 
memberikan tanda V) 

: Li Rendah (terdapat bahan dengan kategori 
kemudahan terbakar rendah, hunian di 
lingkungan permukiman yang tertata seperti 
real estate, komplek perumahan) 

Li Sedang (terdapat bahan dengan kategori 
kemudahan terbakar sedang, hunian di 
lingkungan permukiman yang tidak tertata 
seperti perkampungan padat hunian yang 
tidak ada akses mobil pemadam kebakaran) 

LII Tinggi (terdapat bahan berbahaya dengan 
jumlah dan kemudahan terbakar tinggi/sangat 
tinggi, misal toko gas LPG dan bahan mudah 
terbakar lainnya) 

Kepemilikan 
(pilih salah satu dengan 
memberikan tanda v") 

: LI Negara/Yayasan Perorangan 
Li Badan Usaha/Swasta 

SumurResapan : Ada/Tidak 
Penghijauan 



5. CHECK LIST PERSYARATAN (berikari tanda i/jika ada dan Xjika tidak ada) 

Foto Depan Bangunan 
Foto Kin Bangunan 
Foto Kanan Bangunan 
Foto Petugas Bersama 
Pemohon 
Foto KTP 
Foto sertifikat (Seluruh 
Halaman) 
FotoSPPTPBB 
Foto Bukti Bayar PBB 
Foto Berita Acara 
Lapangan 
Foto Permohonan 1MB 
yang ditandatangani 
Pemohon 
Screenshot Bidang 
Tanah pada sentuh 
tanahku (Cek Website) 

6. PERNYATAAN BERITA ACARA LAPANGAN 

Jabatan Nama Sesuai KTP Tanda Tangan 
Pemilik Tanah/Pemohon 

Petugas AJIB 

Petugas Pengukuran 



CONTOH SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYA JTERPADU SATU PINtJ 

KI JAKARTA 

CANDRA 
81997031004 

Sketsa Lapangan 
pp 

U 
it 



Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi DKI Jakarta 
Nomor : 3(3 Tcor 
Tanggal : 

Jakarta, 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal	 Permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan 

Kepada 
Yth. UPPMPTSP 

Di Jakarta 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ml, 

Nama Pemohon 
Alamat 
No. Teip / HP 
Dengan mi bermaksud mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dengan 
data sebagai berikut 

1. LetakLahan: 
a. Jalan . RT/RW:  
b. Kelurahan 
c. Kecamatan 
d. KotaAdministrasi 

2. Luas lahan dimohon m2  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist 
persyaratan Izin Mendirikan Bangunan. 

Bahwa atas tanah lokasi yang telah kami dirikan bangunan dan mohonkan 1MB tidak dalam 
sengketa kepemilikan dengan pihak manapun, balk sengketa terhadap subyek pemegang hak, 
maupun obyek hak, tanda-tanda batas atau tanaman/bangunan yang ada diatas tanah tersebut. 

Selanjutnya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. Bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan bangunan milik saya atas segala risiko 
yang dapat timbul mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain; 

2. Akan memenuhi persyaratan administrasi dan akan mengikuti ketentuan proses permohonan 
dan ketentuan yang berlaku sebelum dan setelah 1MB diterbitkan, termasuk pembayaran 
retribusi; 

3. Menyetujui Penggunaan Jasa Arsitek Gratis Dinas PMPTSP. 

4. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ml adalah Benar dan Sah. 

5. Apabila di kemudian han ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak 
benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

Demikian permohonan dan pernyataan mi saya buat dengan sebenar-benannya, tanpa ada 
paksaan dan pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

Pemohon. 

Ttd dan/atau cap 
diatas materai Rp. 10.000 

(Jabatan) 



NO. NAMA 
TETANGGA 

LETAK *) KET. 
RUMAH/TANAH 

1.  Kanan 

2.  Kin 

3.  Depan 

4.  

I_•••.  - 

Belakang 

TANDA TANGAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
AiN1 ''VINSJ DKI JAKA- A S 

NDRA 
0.997031004 

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN BANGUNAN EKSISTING 

Saya yang bertanda tangan di bawah mi: 

Nama 
Pekerjaaan 
Alamat : Jalan  

RT RW  Kelurahan  
Kecamatan  
Kota/Kab. Administrasi  

merupakan pemilik bangunan eksisting yang telah didirikan Iebih dan 5 (Jima) tahun 
Iampau di atas sebidang tanah: 

Status Tanah 
Atas Nama 
Luas M2 
Lokasi : JI.  

RI RW  Kelurahan  
Kecamatan  
Kota/Kab. Administrasj  

Demikian surat pernyataan mi saya buat tanpa ada paksaan/tekanan dan pihak 
manapun dan untuk menjadikan makium. 

Jakarta,  

Yang Menyatakan, 

Materai Rp. 10.000 

( ) 
Persetujuan Tetangga Terdekat 

51 



Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI 
Jakarta 
Nomor 3 lCtflOfl O).\ 

1MB Definitif Kewenancian UP PMPTSP Kelurahan
Tanggal : \pt_ ;zQ?. 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR . . . .IC.37d1 I I Ie/202.. 

TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU 

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon / Pemilik 

     

 

Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi Bangunan Gedung 
Jenis Bangunan Gedung 
Nama Bangunan Gedung 
Luas Bangunan Gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah: 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama . . .(Nama Pemohon) No. 
Pendaftaran .. .(No Token).. ..,dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB) di JI. (Lokasi Bang unan)  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2015 
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi; 
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas; 

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 

7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air 
Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa 
 No Tanggal  atas nama  Luas  

2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunanlanggal  

3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas 
konstruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang 
dapat timbul mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain 
tanggal  

4. Surat Pernyataan tentang Bangunan Eksisting Lebih dan 5 Tahun 
yang disetujui Tetangga dan diketahul oleh Ketua RT dan RW tangga! 

5. Informasi Keterangan Rencana Kota No  tanggal  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TENTANG IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) DI JL.  RT.....I.... KEL. 

 KEC. JAKARTA  

KE SAT U Pembenian Izin Mendirikan Bangunan Dengan kepada: 
Nama 
Alamat 
Untuk : Menetapkan/Renovasi Ringan 
Lokasi 

Penggunaan 
Nama Bangunan 



Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 

KEDUA Izin Mendirikan Bangunan (1MB) mi diberikan dengan ketentuan sebagal 
berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan merupakan Penetapan/Renovasi Ringan atas 

bangunan yang telah berdiri dan digunakan serta bukan sebagal bukti 
kepemilikan atas tanah; 

b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. l3lse/2016 pelayanan mi 
diberikan layanan jasa arsitek gratis dan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pmntu; 

c. Apabila terdapat perubahan atas gambar yang diizinkan maka harus 
dilakukan permohonan revisi 1MB kepada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; 

d. Pemegang 1MB bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan 
bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan 
kerugian pada din sendiri atau orang lain. 

KETIGA : Izin mi mengacu kepada 
a. Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan 
Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-
31/VII/2019 dan Nomor41 Tahun 2019 

b. Peta Operasional dan Peta Struktur dan jakartasatu.go.id  

KEEMPAT : Apabila kemudian han terbukti saiah satu persyaratan izin tidak benar atau 
palsu, maka izmn mi batal demi hukum; 

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ni, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya; 

KEENAM : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel 

perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izmn 
dapat dilihat melalui tautan  

KETUJUH Keputusan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

  

 

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

      

 

NIP.  
*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp  



Lampiran Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor  
Tanggal  

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

MENETAPKAN/RENOVASI RINGAN 

Pemohon 

Lokasi : Jin.  RT...../.....Kel.  Kec. 

Jakarta  

Eksisting Batasan Yang 
ditetapkan 

Penjelasan 

Peruntukan Tanah 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  M2  

Luas Lantal Dasar Bangunan  M2  M2  M2  
Luas Seluruh Lantai Bangunan M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan % %  % 
Koefisien Lantai Bangunan 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai  Lantal 
Parkir  Mobil  Mobil  Mobil 
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %  % 
KoefisienTapakBasement(KTB) % % % 
Luas Koefisien Tapak Basement 
(KTB) 

M2  M2  M2  

Volume Sumur Serapan M3  M3  M3  
Penggunaan Bangunan Rumah Tinggal 

Perkiraan Nilai Tanah dan Bangunan Rp 

Rekomendasi Sumur Resapan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor 
Tanggal 

INFORMASI RENCANA KOTA 

PROVINSI DAERAH KHU$US IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADIJ SATIJ PINTU 

"UNBAR PETA INI ADALAH PROOUK MATER! UNTUK PEMBUATAN PROPOSAl. PERNOMONAN, UDAIC DAPAT DIGUNAICAN SECARA 
TERP!SAH DAN BUKAN PROOUKAKHIR PERIZINAI4. 

0 

TANGGAL PEMBUATAN: 

Meter 

0 20 40 60 

LEGENDA 
-  GSB f Ses Rencana 

AS JALAN Terkena Rericana Jalan 

LEUAR JALAN RENCAt'IA JALAN 

AS JALAN RENCANA ri 

Sumber Data: 
I. 1k1an BPN ihasil ukur SKB/ basil ukur juni ukur (pilih salah Sam) 
2. Pcta Opra,ionaI dan jakarta.aLu.jakarta,go.id skala 
1:1000 
3 Pcta Struktur dan iakartasatujakana.goid skala 11000 

Nama Pemohon 

Luas Serhpdat 

Luas Terkena Rencana Jalan 

Lokasi Tani 

KelLirahan 

Kecamatan 
Kota Mm 

KDB KLB KB KDH KTh TIPE PSL LUAS (M2) ID Sub Blok 

BIDANG PERNOHONAN MERUPAKAN I4ASIL DIGITASI PEMONON YANG DIKOREKSI OLEH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPW  



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

ç 
I- 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

:p 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Sementara Berjanqka Kewenanqan UP PMPTSP Kelurahan 

JAYAAYA I 

(I 
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR . . ../C.37d2/ / I /e1202.. 

TENTANG 
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 

DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU  

Membaca - Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon / Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 

Fungsi Bangunan Gedung 
Jenis Bangunan Gedung 

Nama Bangunan Gedung 
Luas Bangunan Gedung 
Diatas tanah 

Luas Tanah: 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

S if at 

Masa Berlaku 

      

      

      

      

      

      

Sementara Berjangka  

  

       

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasH penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama ... (Nama Pemohon) No. 
Pendaftaran . . .(No Token).... merupakan bangunan yang tidak 
sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, 
merupakan bangunan/lokasi pemugaran dan/atau cagar budaya, dan 
memiliki bukti kepemilikan berupa Girik atau berupa Akta Jual Beli 
(AJB). 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB) Sementara berjangka di JI. (Lokasi 
Bangunan)  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2015 
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentan Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi; 
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas; 

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 

7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air 
Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan 
Ruang; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa 
 No Tanggal  atas nama  Luas  

2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan Tanggal  

3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas 
kontruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang 
dapat timbul mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain 
tanggal  

4. Surat Pernyataan tentang Bangunan Eksisting Lebih dan 5 Tahun yang 
disetujui Tetangga dan diketahui oleh Ketua RT dan RW tanggal 

5. Informasi Keterangan Rencana Kota No  tanggal  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TENTANG IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) SEMENTARA BERJANGKA Dl JL. 

RT.....I.... KEL.  KEC.  JAKARTA 

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sementara Berjangka kepada: 
Nama 
Alamat 
Untuk Menetapkan/Renovasi Ringan 



Lokasi 
Penggunaan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 

KEDUA 

KETIGA 

Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Sementara berjangka ni diberikan 
dengan ketentuan sebagal berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan Sementara merupakan Penetapan! 

Renovasi Ringan atas bangunan yang teiah berdiri dan digunakan 
serta bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah; 

b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 131se12016 pelayanan 
mi diberikan layanan jasa arsitek gratis dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

c. Pemegang 1MB bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan 
keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul 
mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain. 

Izin mi mengacu kepada 
a. Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan 
Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor O6ISKB-
31/VII/2019 dan Nomor41 Tahun 2019 

b. Peta Operasional dan Peta Struktur darijakartasatu.go.id  

KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan datam izin yang diberikan akan 
dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA 1MB mi diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi 
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 
a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan 

(zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail 
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta; 

b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertikat dengan data BPN dalam 
bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN 
setempat; 

c. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas 
bangunan terbaru; 

d. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara 
sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya 
revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ; 

e. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJIGSS/GSP/Jarak bebas 
bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan; 
g. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan surat 

gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang 
Keharusan Menanam Pohon Pelindung; 

h. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah; 
i. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang 
Biopori. 



KEENAM Pemenuhan Kewajiban/persyaratan sebagaimana diktum KEEMPAT agar 
dipenuhi paling lambat sejak Keputusan ni ditetapkan dan 
untuk disesuaikan menjadi 1MB definitif. 

KETUJUH : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau 
palsu, maka izin mi bata! demi hukum; 

KEDELAPAN Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya; 

KESEMBILAN : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesual dengan tabel 

perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin 
dapat dilihat melalui tautan  

KESEPULUH . Keputusan ni berlaku untuk  terhitung sejak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp  



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor  
Tanggal  

lABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN SEMENTARA BERJANGKA 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

MENETAPKAN/RENOVASI RINGAN 

Pemohon 

Lokasi : JIn.  RI...../.....Kel.  Kec. 

Jakarta  

Eksisting Batasan Yang 
ditetapkan 

Penjelasan 

Peruntukan Tanah 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  M2  

Luas Lantal Dasar Bangunan M2  M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan % %  % 

Koefisien Lantai Bangunan 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %  % 

KoefisienTapakBasement(KTB) % % % 

Luas Koefisien Tapak Basement 
(KTB) 

M2  M2  M2  

Volume Sumur Serapan M3  M3  M3  

Penggunaan Bangunan Rumah linggal 

Perkiraan Nilai Tanah dan 
Bangunan 

Rp 

Rekomendasi Sumur Resapan 

itetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor 
Tanygal 

INFORMASI RENCANA KOTA 

bJ15 2OO 

INSET PETA 
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PROVIftSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATIJ PINTU 

LEMBAR PETA IN! ADALAH PRODUK MATER! UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNKAN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PRODUK ARH1R PERIZINAN. 

TANOGAL PEMBUATAN: Nama Pemiitn 

\ — t1eter Luas 

ii 0 20 40 60 
Luas Thikena Rtncana Jdjfl 

Lokasi Tanah 

LEGENDA 
— GSB Sesuai 

Kelurahan 

Kematan 
AS JALN Terkena Rercana Jalan Kota Mm 

LE8AR JALAN RENCANA JALAN 

AS JALAN RENCAN R.9 

Suniber Data: 
1. flicking BPN'basilukurSKB/hasUukiirjuniukur(pilihsatahsatu) ID Sub Blok KDB KLB KB KDH KTB TIPE PSL LUAS(M2) 

2. Pna OprasirinaI dun jukurt ujaLii.oid skiIu 

3. Peta Struktur dan jakartasatu.jakana.go,id skala I 1O0I 

BIDANG PERMOHONAN PIERUPAKAN HASh DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKS! OLEH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN 



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

4 -..,-. - 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Definitif Kewenanqan UP PMPTSP Kecamatan 

\pAYAI 

(1  
w. •, 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR . .  ..IC.37c1 / I /e1202.. 

TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU 

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon / Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Peruntukan 
Fungsi Bangunan Gedung 
Jenis Bangunan Gedung 
Nama Bangunan Gedung 
Luas Bangunan Gedung 
Diatas tanah 
LuasTanah 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama .. .(Nama Pemohon) No. 
Pendaftarari .. .(No Token).....dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB) di JI. (Lokasi Bangunan)  

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daeran Nomor I Tahun 201 5 
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi; 



5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas; 

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 

7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air 
Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa 
 No Tanggal  atas nama Luas  

2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan 
BangunanTanggal  

3. Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas kontruksi 
dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat 
timbul mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain 
tanggal  

4. Informasi Keterangan Rencana Kota No  tanggal  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TENTANG IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) DI JL.  RT.....I.... KEL. 

 KEG. JAKARTA  

KESATU 

KEDUA 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dengan kepada: 
Nama 

Alamat 
Untuk : Membangun Baru/Renovasi Berat 
Lokasi 
Penggunaan 

Nama Bangunan 

Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 

Izin Mendirikan Bangunan (1MB) mi diberikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah; 
b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan mi 

diberikan layanan jasa arsitek gratis dan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 



c. Apabila terdapat perubahan atas gambar yang diizinkan maka harus 
dilakukan permohonan revisi 1MB kepada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; 

d. Pemegang 1MB bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan keandalan 
bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul mengakibatkan 
kerugian pada din sendiri atau orang lain. 

KETIGA Izin mi mengacu kepada 
a. Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan 
Informasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-
31/VII/2019 dan Nomor41 Tahun 2019 

b. Peta Operasional dan Peta Struktur dan jakartasatu.go.id  

KEEMPAT : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau 
palsu, maka izin mi batal demi hukum; 

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya; 

KEENAM : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesuai dengan tabel 

perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampinan izin 
dapat dilihat melalui tautan  

KETUJUH Keputusan ml mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

  

 

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

      

 

NIP.  
*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp  



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor  
Tanggal  

lABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

MEMBANGUN BARU/RENOVASI BERAT 

Pemohon 

Lokasi : Jin.  RT.....I..... Kel.  Kec. 

Jakarta  

Eksisting Batasan Yang 
ditetapkan 

Penjelasan 

Peruntukan Tanah 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan M2  M2  M2  
Luas Seluruh Lantai Bangunan M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan % %  % 
Koefisien Lantai Bangunan 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai  Lantai 
Parkir  Mobil  Mobil  Mobil 
Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %  % 
Koefisien Tapak Basement (KTB) % % % 
Luas Koefisien Tapak Basement 
(KTB) 

M2  M2  M2  

Volume Sumur Serapan M3  M3  M3  
Penggunaan Bangunan 

Perkiraan Nilal Tanah dan Bangunan Rp 

Rekomendasi Sumur Resapan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



TANGcAL PEMBUATAN: Nama Pemi*on 

INFORMASI RENCANA KOTA 

0 / 

6926O 

IP$ET PITA 

PROVINSI DAERM KIIUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAl. DAN PELAVANAN TERPADIJ SATU PINTU 

"LEMBAR PETA INI ADALAH PROOUK MATERX UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, UDAK DAPAT DIGUNAICAN SECARA 
TERP!SAH DAN BUKAN PROOUK AKHIR PERIZINAN." 

Meter 

0 20 40 60 

LEGENDA 
— GSB IJ Sesual Renana 

AS JALAN Terkena Rencana Jalan 

— LEBAR JALAN RENCANA ! JALAN 

 AS JALAN RENCANA R.9 

Sumber Data 
I. Bidang I3PN ilaasii ukur SKB/ basil ukur juru ukur (pub salab satu' 
2. Peia Opertuiionai dan jaknrtasaiu.jakanta.go.id  kaIa 
i:1(O 
3. Peta Struktur dad jakanasatu.jakarta.go.id  skala 11000 

ID Sub Blok KDB KLB KB LUAS (P42) TIPE KDH KTB PSL 

BIDANG PERMOHON*14 MUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLE H 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPfr  

Luas Sertpikat 

Luas Terkena Rencana Jalan 
thkasi Tanah 

KeIL%ahan 

Kecamatan 

Keta Mm 

Lampiran Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor 
Tanggal 



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

- - 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

- 

Tampak Belakang Kin  Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakanta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Sementara Berlanqka Kewenanqan UP PMPTSP Kecamatan 

'JAYA •AYi 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR .. ..IC.37c2/ I I IeI2O2.. 

TENTANG 
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 

Dl (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU  

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I PemUik 
Bangunan gedung 

Alamat 
Untuk 

Fungsi Bangunan Gedung 
Jenis Bangunan Gedung 
Nama Bangunan Gedung 
Luas Bangunan Gedung 
Diatas tanah 

Luas Tanah: 

Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 
S fat 

Masa Berlaku 

        

        

        

        

        

        

        

Sementara Berjangka  

 

         

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama (Nama Pemohon) No. 
Pendaftaran .. .(No Token).... merupakan bangunan yang tidak 
sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mengeluarkan 
Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(1MB) Sementara berjangka di JI. (Lokasi 
Bangunan)  



Men g ngat 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2015 
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pelaysnan Terpadu Satu Pintu, 
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi; 
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas; 

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 
Corona Virus Disease 2019 

7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air 
Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

8. Peraturan Gubernur Nomor20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
10. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan 
Ruang; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. Data kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan berupa 
 No Tanggal  atas nama Luas  

2. Surat Permohonan dan Pernyataan terkait penerbitan Izin Mendirikan 
Bangunan Tanggal  

3. Surat Pernyataan kesanggupan bertanggungjawab penuh atas 
kontruksi dan keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang 
dapat timbul mengakibatkan kerugian pads din sendiri atau orang lain 
tanggal  

4. Informasi Keterangan Rencana Kota No  tanggal  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TENTANG IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) SEMENTARA BERJANGKA Dl JL. 

RT.....I.... KEL.  KEG.  JAKARTA 

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sementara Berjangka kepada: 
Nama 
Alamat 

Untuk : Membangun Baru! Renovasi Berat 
Lokasi 

Penggunaan 

Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 



KEDUA 

KETI GA 

Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Sementara berjangka mi diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan Sementara bukan sebagai bukti kepemilikan 

atas tanah; 
b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP no. 13/se/2016 pelayanan 

mi diberikan layanan jasa arsitek gratis dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

c. Pemegang 1MB bertanggungjawab penuh atas kontruksi dan 
keandalan bangunan miliknya atas segala risiko yang dapat timbul 
mengakibatkan kerugian pada din sendiri atau orang lain. 

Izin mi mengacu kepada 
a. Penjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Integrasi Data dan 
lnformasi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 06/SKB-
31/Vll/2019dan Nomor41 Tahun 2019 

b. Peta Operasional dan Peta Struktur darijakartasatu.go.id  

KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan 
dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA 

KEENAM 

1MB mi diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi 
ketentuan dan persyaratan sebagai benikut: 
a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan 

(zonasi) dalam Perubahan Perda I Tahun 2014 tentang Rencana Detail 
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta; 

b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertikat dengan data BPN dalam 
bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor BPN 
setempat; 

c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dan TABG/Tim Sidang 
Pe mug a ran; 

d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas 
bangunan terbaru; 

e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara 
sampai dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau ditetapkannya 
revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ; 

f. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak bebas 
bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus dibongkar. 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan; 
h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelmndung sesuai dengan surat 

gub. DKI Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 tentang 
Keharusan Menanam Pohon Pelindung; 

i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah; 
j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan lnstruksi Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang 
B lopo ri. 

Pemenuhan Kewajiban/persyaratan sebagaimana diktum KEEMPAT agar 
dipenuhi paling lambat  sejak Keputusan mi ditetapkan dan untuk 
disesuaikan menjadi 1MB definitif. 



KETUJUH : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau 
palsu, maka izin mi batal demi hukum; 

KEDELAPAN Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, akan diperbaiki 
sebagaimana mestmnya; 

KESEMBILAN : Terhadap detail gambar perencanaan arsitektur yang sesual dengan tabel 
perhitungan intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin 
dapat dilihat melalui tautan  

KESEPULUH : Keputusan ni berlaku untuk  terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  

*perizinan  ml dikenakan retribusi sebesar Rp  



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
Nomor  
Tanggal  

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN SEMENTARA BERJANGKA 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

MEMBANGUN BARU/RENOVASI BERAT 

Pemohon 

Lokasi : JIn.  RT.....I..... Kel.  Kec. 

Jakarta  

Eksisting Batasan Yang 
ditetapkan 

Penjelasan 

Peruntukan Tanah 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  M2  

Luas Lantal Dasar Bangunan  M2  M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan M2  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan % %  % 

Koefisien Lantai Bangunan 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % %  % 

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % % 

Luas Koefisien Tapak Basement 
(KTB) 

M2  M2  

Volume Sumur Serapan M3  M3  M3  

Penggunaan Bangunan 

Perkiraan Nilal Tanah dan 
Bangunan 

Rp  

Rekomendasi Sumur Resapan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu  

Nomor 
Tanggal 

INFORMASI RENCANA KOTA 

8F2OG 82S 

/ 

I R.9 I 
/ 1.1  

/ 

F 

C 

-.J 

[ + 
/ I 

/ 
I 

I 
/ 

10 

I F 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IB1JKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

LEMBAR PETA IN! ADALAH PROOtJK MATER! UNTUK FEM5UATAN PROPOSAL PERMOHoNAN, TIDAX DAPAT DIGUNAKAN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AICHIR PERIZLNAN.' 

TANGGAL PEMBUATAN: N3rrI PkmL1orF 

U 

Meter 

0 20 40 60 

Luas p 
Luas Terkia Rcara )in 

Lokasi Tna, 

LEGENDA 
Kelutahan 

— GSB Sual Rencara Kecamtan 
-- AS JALAN Terkena Rencaiia Jalan Kota Mm 
— LE6AR JALAN RNCANA MLAN 

AS JALAN REtJCANA R.9 

Sumber Data: 
L i3jdn I3PN 'basil ukur SKBJ basil ukurjuru ukur (pilih satab satu) ID Sub Blok KDB KLB KB KDH 1(18 TIPE PSL LUAS (142) 
2 PEta Opr swnal dri jiikurw tuj kirLi.goid $ai 
I:000 
3. Pta Struktur dad jakartasatu.jakartago,id skala 1:1000 

BXDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKSI OLH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN tIlDANG BPN 



Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Definitif Kewenanqan UP PMPTSP Kota 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR ..IC.37b1 I I IeI2O2.. 
TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 

DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon / Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama , Nomor 
Pendaftaran , dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta  tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (1MB) di Jin.  RT.....I.... Kel. 

 Kec.  Jakarta  

Mengingat 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 



Terpadu Satu Pintu; 
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;' 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. IRK No. tanggal  (Peruntukan/Sub Zona); 
2. Sertifikat No.  tanggal ....     a.n.  

luas  m2 berakhirnya hak s.d.  
(Jika sertifikat Iebih dan I harus dituliskan semua) 

3. Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  
No.  
(jika terda pat perjanjian kerjasama) 

4. Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal  
6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.  

Tang gal  
8. Surat Kuasa No.  tanggal ....   dan /PT. 

 kepada /PT.  
9. Akta Perusahaan No.  tanggal  Notaris 

10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip 
Pemanfaatan Ruang (lPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

11. Izin Lingkungan No.  Tanggal  
12. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  Tanggal 

1 3. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No.  tanggal  
14. Izin Dewatering No.  tanggal ..... 
15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.  tanggal 

16. Hasil sidang TABG-AP Nomor  tanggal 

(untuk ban gunan yang termasuk kiasifikasi TABG-AP) 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(1MB) DI JL.  RT....J.... KEL.  KEC.  
JAKARTA  

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon I Pemilik 
Alamat 
NPWP 
Untuk 
Lokasi 
Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 
Jumlah Basement 

KEDUA Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar 
rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. 

 No. serta tabel perhitungan 
intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang 
merupakan satu kesatuan dalam keputusan mi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk 

pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan 
beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing; 

b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 
dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemiik wajib 
memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan 
yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin 
yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum; 

c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 

d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan 
finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-
gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (1MB) yang telah 
disahkan oleh UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi  

e. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib 
mempertanggungjawabkan hash pengawasannya dalam bentuk 
laporan melalui aplikash SILAKON 1MB 
(http:IIdcktrp.jakarta.go. id/silakon-imb) kepada Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 

f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI 
Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

g. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan UP 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi  terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dan 



UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi  

h. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan Iingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu 

memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras 
Provinsi DKI Jakarta; 

j. Apabila dalam pelaksanaanya terdapat perubahan desain atas 
perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan 

menyerahkan perubahan desain tersebut kepada UP Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Admnistrasj  

k. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang telah 
ditetapkan maka terhadap pelaksanaan Iebih akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

1. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 

hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin mi yang 

menimbulkan kerugian/kerusalçan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KETIGA Izin mi sepenuhnya mengacu kepada: 
a. Kajian Teknis Arsitektur No. tanggal  
b. Kajian Teknis Struktur No.  tanggal  
c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No. tanggal 

 dan 
d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No.  

tanggal  

KEEMPAT : Penyimpangan/ticlak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 

menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Untuk dapat diterbitkan 1MB, harus segera melengkapi Perjanjian 

Pemenuhan Kewajiban atas SIPPT/IPPR (jika luas tanah > 5.000 m2) 

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak 

diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF); 

(Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan 

dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 

Pertanahan Provinsi DK! Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
p e I a ngg a ran; 

KESEMBILAN : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin ni batal dengan sendirinya; 



KESEPULUH 

KESEBELA 

Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ml, segala 
sesuatunya akan diralatldiubah sebagaimana mestinya; 

Keputusan ni mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda mendah u/ui izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 



Lampiran Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  

lABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU  

Pemohon  

Lokasi : Jin.  
Jakarta  

RT...../.....Kel.  Kec.  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona Ki 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan  M2  M2  

Luas Seluruh Lantal Bangunan M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantal Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement M2  

Penggunaan Bangunan KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTNKABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  



TANGGAL PEMBUATAN: Nama Pemohon 

INFORMASI RENCANA KOTA 
6' 15G 

INSET PETA 

2 
a 

PROVTNS DAERM KI-IUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENAMMAN MODAL. DAN PELAVANAn TERPAD4J SATU PINTU 

i.EMaAR PETA IN! ADALAH PRODUK MATER! UNTUK PEMBUATAN PROPOSAl. PERNOHoNm, TIDAJC DAPAT DIGUNAJCAN SECAftA 
TERP!SAH DAN BUKAN PRODUK AMNIR PERIZINAN. 

0 

LEGENDA 
— GSH 

ASJALAN 

LEeAR 1ALAN RENCANA 

— ASIALANRENCAM 

Me 

20 40 60 

iJ Sesuai Rencnz 

Terkena Renana Jalan 

ML'N 

R.9 

Luas Serbpat 

Luas Teka Rencana Jalan 
Lokazi Tanat, 

Kelurahan 

Kecamatan 
Kota Mn, 

Sumber Data: 
- l3idang I3PN /hasil ukur SKB/ hash ukurjuru ukur (pilih salab satu) 

2. Pcta OprasionaI dan jkartasa1ujakarta,gojd skate 
1:1000 
3. Peta Struktur dan jakariasatu.jak lagod skate 1:1000 

KDB JCLB KB KDH TIPE PSL LUAS (HZ) ID Sub Blok 

IIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HUlL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREICS! OLE H 
PENARIPI RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPW 

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

' 

- 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Sementara Berianqka Kewenanqan UP PMPTSP Kota 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR ..IC.37b2/ / I /e1202.. 
TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 

DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELQLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pemjljk tanah 
Terletak di 
S fat 
Masa Berlaku 

Sementara Berjangka  

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan hash penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama .. (Nama 
Pemohon) No. Pendaftaran . . .(No Token).... merupakan 
bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 
tentang RDTR dan PZ; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta  tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (1MB) Sementara 
Berjangka di JIn.  RT.....I.... Kel. 

 Kec.  Jakarta  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. IRK No. tanggal  (Peruntukan/Sub Zona); 
2. Sertifikat No.  tanggal ....     a.n.  

luas m2 berakhirnya hak s.d.  
(jika sertifikat Iebih dan I harus dituliskan semua) 

3. Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  
No.  
(/ika terda pat perjanjIan kerjasama) 

4. Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal  
6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.  

Tanggal  
8. Surat Kuasa No.  tanggal ....     dan /PT. 

 kepada /PT.  
9. Akta Perusahaan No.  tanggal , Notaris 

10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip 
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

11. Izin Lingkungan No. Tanggal  
12. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  Tanggal 

13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No.  tanggal  
14. Izin Dewatering No.  tanggal  



15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.    tanggal 

16. Hasil sidang TABG-AP Nomor  tanggal 

(untuk ban gunan yang termasuk kiasifikasi TABG-AP) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA  TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(1MB) Dl JL.  RT.....I.... KEL.  KEG.  
JAKARTA  

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon I Pemilik 
Alamat 
NPWP 
Untuk 

Lokasi 

Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 

Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 

Jumlah Basement 

KEDUA Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar 
rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. 

 No. serta tabel perhitungan 
intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang 
merupakan satu kesatuan dalam keputusan mi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk 

pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan 
beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing; 

b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 
dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemlik wajib 
memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan 
yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin 
yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum; 

c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 

b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan 

finishing harus dllakukan menurut perhitungan dan gambar-
gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (1MB) yang telah 

disahkan oleh UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi  

c. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib 
mempertanggungjawabkan hash pengawasannya dalam bentuk 
laporan melalui aplikasi SILAKON 1MB 
(http://dcktrp.jakarta.goid/silakonimb)  kepada Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 



d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI 
Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

e. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan UP 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi  terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dan 
UP Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi  

f. Peiaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan lingkungan hidup; 

g. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu 

memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi DKI Jakarta; 

ft Apabila dalam pelaksanaanya terdapat perubahan desain atas 
perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan 

menyerahkan perubahan desain tersebut kepada UP Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi  

i. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang telah 
ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 
hash pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ni yang 

menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KETIGA Izin mi sepenuhnya mengacu kepada 
a. Kajian Teknis Arsitektur No. tanggal  
b. Kajian Teknis Struktur No.  tanggal  
c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No. tanggal 

 dan 
d. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No.  

tanggal  

KEEMPAT Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA . Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 

menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KEENAM 1MB mi diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi 
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 
a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan 

(zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta; 

b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertikat dengan data BPN 
dalam bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor 
BPN setempat; 



c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dan TABG/Tim Sidang 
Pe mug a ran; 

d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas 
bangunan terbaru; 

e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalandiberikan sementara 
sampai dengan direalisasakannya rencana jalan danlatau 

ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ; 
f. Bagian bangunan yang melanggar GSB/GSJ/GSS/GSP/Jarak 

bebas bangunan danlatau batasan intensitas bangunan harus 
dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan; 
h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan 

surat gub. DKI Jakarta no.12201-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 
tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung; 

i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah; 

j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan Instruksi Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan 
Pembuatan Lubang Biopori. 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

K ES EM B LA N 

KESEPULUH 

KESEBELAS 

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak 

diperkenankan digunakan sampal diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF); 

(Nama Pemohon/Pemiflk) harus memasang CCTV yang akan 

dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
pelanggaran; 

Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin mi batal dengan sendininya; 

Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ni, segala 
sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya; 

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU 

Pemohon  

Lokasi : JIn.  
Jakarta  

RT...../.....Kel.  Kec.  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona Ki 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan  M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement M2  M2  

Penggunaan Bangunan KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  



TAN3AL PEMBUATAN: Nama Pemoion 

2OO 6i* 

2 

2 

INFORMASI RENCANA KOTA 

/ 
R9 

INSET PETA 

6I2O 

PROVINSI DAERAJI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD4J SATU PINTU 

"LEMBAR PETA IN! ADALAH PRODUK MATER! UNTUK PEMBUATAN PROPOSM. PERMONONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA 
TERPISAN DAN BUKAN PROOUK AKHIR PERIZINAtt 

S 

Meter 

0 20 40 60 

LEGENDA 
— Gsa JJ SuaI Reneana 

AS JALAN Terka Rencana Jalan 
- LE8AR ALAN RENCANA )ALAN 

 AS JAL.AN RENCANA [iii R.9 

Suinber Data: 
I. IJidang HPN/hasil ukur SKE/ basil ukur junk ukur (pilih salah satu) 
2. Pcta OperaionaI tiari joku11 ujakartt.g.id  iki1a 
1:1000 
3. Peta Struktur dan jakartasatu.jakarta.go.id  skala 1:1000 

KDB KLB KB KDN KTB TIPE PSL LUAS (M2) ID Sub Blok 

"BIDANG PER140H0N*i4 MUPAWI NASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKORIKS! OL!H 
PENARIK RENCANA URDASARKAN BIOANGBPf  

Luas Seitiplkat 

Luas Terkana Rencana )alan 
Lokasi lanai, 

Kelufallan 

Kecamatan 
Kota Mm 

Lampiran Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

4 4. 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

4 - 

- 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting OR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Bertahap Kewenanqan UP PMPTSP Kota 

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

NOMOR . .JC.37b1 / / Ie/202.. 
TENTANG 

iZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 

DI (LOKASI)  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pem ii 1k tanah 
Terletakdi 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa mendahului Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan 
Bangunan (1MB) dapat dimohonkan persetujuan pelaksanaan 
pekerjaan persiapan; 

c. bahwa berdasarkan hash penhlalan administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama , Nomor 
Pendaftaran , dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta  tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (1MB) di JIn.  RT.....I.... Kel. 

 Kec.  Jakarta  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;. 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. IRK No. tanggal  (Peruntukan/Sub Zona); 
2. Sertifikat No.  tanggal ....     a.n.  

luas m2 berakhirnya hak s.d.  
(like sertifikat Iebih dan I harus dituliskan semua) 

3. Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  
No.  
(jika terdapat perjanjian kerjasama) 

4. Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal  
6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No...... 

Tanggal  
8. Surat Kuasa No.  tanggal ....     dan /PT. 

 kepada /PT.  
9. Akta Perusahaan No.  tanggal , Notaris 

10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip 
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

11. Izin Lingkungan No. Tanggal  
12. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  Tanggal 

13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal  
14. Izin Dewatering No.  tanggal  
15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.  tanggal 



16. Hasil sidang TABG-AP Nomor  tanggal 

(untuk ban gunan yang termasuk kiasifikasi TABG-AP) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN PERSIAPAN DI JL.  RT. 

.1.... KEL.  KEG. JAKARTA  

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon I Pemilik 

 

 

Alamat 
N PW P 
Untuk 
Lokasi 
Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 
Jumlah Basement 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

KEDUA Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan mi diberikan izin atas 
permohonan Saudara diatas sesuai dengan gambar — gambar dan 
peta situasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 1MB Pendahuluan Persiapan mi diberikan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
- Pekerjaan pematangan lahan (land clearing); 
- Pemagaran proyek; 
- Soil Test Investigation; 
- Uji Beban Pendahuluan (Preliminary loading test); 
- Direksi keet; 
- Ground Breaking. 

b. Pemagaran pelataran kerja menurut ketentuan yang berlaku 
harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak 
berfungsi sebagai lalu lintas umum; 

c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 

d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertánahan Provinsi DKI 
Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

e. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu Iingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Izin Lingkungan; 

f. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu 
memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi DKI Jakarta; 

g. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang teiah 



ditetapkan maka terhadap pelaksanaan Iebih akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 
hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin ml yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan Icepada pihak lain, 
sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 
Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan persiapan, maka 
kegiatan pembangunan harus dihentikan sampai adanya izin yang 
diterbitkan dalam tahapan selanjutnya; 

KETIGA Izin mi sepenuhnya mengacu kepada: 
a. Persetujuan Pra Permohonan Nomor berkas......... 
b. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No.  

tanggal  

KEEMPAT : Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA 

KEENAM 

Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

Untuk proses Izin Mendirikan Bangunan (1MB) selanjutnya, Saudara 
harus segera melengkapi perizinan dan atau non perizinan yang 
dipersyaratkan dengan melakukan koordinasi dengan Bidang 
Pelayanan Perizinan terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau 
SKPD terkait sebagal berikut: 
a. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) ke Bidang 

Pelayanan II dengan melalul proses persetujuan konsultasi TABG-
AP; 

b. Izin Prmnsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Bidang Pelayanan II 
dengan proses melalui Rapat Pimpmnan Gubernur BKPRD untuk 
lokasi yang dipersyaratkan; 

c. Izin Lingkungan ke Bidang Pelayanan I! dengan proses 
permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta; 

d. Persetujuan Analisia Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ke Bidang 
Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke 
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; 

e. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) ke Bidang Pelayanan II dengan 
proses permohonanrekomendasm teknis ke Dinas Sumber Daya Air 
Provinsi DKI Jakarta; 

f. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) ke Bidang Pelayanan I 
dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Sumber 
Daya Air Provinsi DKI Jakarta; 

g. Izin Dewatering ke Bidang Pelayanan II dengan proses 
permohonan rekomendasi teknis ke Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 

h. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah, Struktur Atas dan Evaluasi 
Hasil Loading Test ke Bidang Pelsyanan I dengan melalui proses 
konsultasi ke TABG-SG; 

I. Hasil Sidang TABG-ME ke Bidang Pelayanan I dengan melalul 
proses konsultasi ke TABG-ME. 



j. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas Izin Prinsip Pemanfaatan 
Ruang (IPPR) ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta (jika dipersyaratkan); 

k. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
(KKOP) ke Otoritas Bandar Udara untuk lokasi yang berada di 
Sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi 
penerbangan. 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

Terhadap kegiatan pembangunan yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung dikenai sanksi antara lain: 
a. Denda mendahului izin terhadap kegiatan pembangunan yang 

pelaksanaannya mendahului izin/persetujuan bangunan gedung; 
b. Pengenaan kewajiban pelampauan KLB Terhadap kegiatan 

pembangunan yang melampaui batasan intensitas KLB dengan 
kriteria tertentu sesuai ketentuan; 

c. Perintah pembongkaran bangunan gedung; 
d. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan bangunan 

gedung; 
e. Pencabutan/Pembekuan Izin/Persetujuan Bangunan Gedung 

Persetujuan Pendahuluan Persiapan mi berlaku selama 6 (Enam) bulan 
sejak ditetapkan, dan apabila sudah melebihi masa berlaku yang telah 
ditetapkan maka Persetujuan ml dapat dievaluasi kembali; 

(Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan 
dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
pe I a ngg a ran; 

KESEPULUH : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin ml batal dengan sendirinya; 

KESEBELAS : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, segala 
sesuatunya akan diralatldiubah sebagaimana mestinys; 

KUDUABELAS Keputusan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda men dahu!ui izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  

TABEL PERI-IITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU 

Pemohon  

Lokasi : Jin.  
Jakarta  

RT.....I..... Kel.  Kec.  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona Ki 

Luas Lahan Perencanaan  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan  M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement  M2  M2  

Penggunaan Bangunan KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI  

NIP.  



Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pengelola 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota/Kabupaten Jakarta  
Nomor  
Tanggal  

INFORMASI RENCANA KOTA 
O915 925O 6O3OD 

INSET PETA  

/ : 

- 

/ // 

/, 

// 

I 
/ 4 I 

/ 
/ 

1. 

/

1 

:.• 

6ai 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATh PINTU 

1EMRAR PETA IN! ADAUH PRODUK MATERI W4TUK PEMBUATAN PROPOSAL PERNOHONAN, UDAK DAPAF DIG%JNA*AN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PROOUK AKHXR PERI2!NAN. 

TANGGAL PEM8UATAN Name Prmoion 

\ Meter 

0 20 40 60 

Lua 5etpIc 

Luas Terki~na Rrcana Jalar) 

Lokasi Tanati 

LEGENDA 
Kelurahan 

GSH Su Kecamatan 
AS JALAN j Terkena Rencana .lalan J(ota Mn, 
LEAR JALAN RENCANA JALAN 

ASJALANRENCANA _ R9 

Sumber Data: 
I3idang 13PN/hasil ukur SK/ basil ukurjuni ukur (pilih salab saW) ID Sub Blok KDB KLB KB KDU 1Cm TIPE PSL LUAS (M2) 

2 Pcta Operdsional darijakurttjaktu1u.gid skala 
1:1000 

3. Pta Strukiur dan jakartasatujakartagoid skala 1 1000 

BIDANG PER#40H0$A14 MERUPAKAN KASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREMSI OLEH 
PENARIK RENCANA B RDASARMN BIDANG BPW 



Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3b 

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

Ditetapkan di Jakanta 
pada tanggal:  

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

NIP.  



1MB Definitif Kewenanqan DPMPTSP 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NOMOR . . ../C.37a2/ I I Ie/202.. 
TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
DI (LOKASI)  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memitiki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan hasil penilalan administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama , Nomor 
Pendaftaran , dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta tentang Izin Mendirikan Bahgunan (1MB) di JIn. 

RT.....I.... Kel.  Kec.  
Jakarta  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1.  IRK No. tanggal  (Peruntukan/Sub Zona); 
2.  Sertifikat No.  tanggal  a.n.  

m2 berakhirnya hak s.d.  
luas 

(jika sertifikat !ebih dan I harus dituliskan semua) 
3.  Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  No. 

(Jika terdapat perjanjian kerjasama) 
4.  Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) No.  

tanggal  
5.  Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
6.  Surat Pernyataan YBS Tidak Sengketa tanggal  
7.  Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
8.  Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.  

Tanggal  
9.  Surat Kuasa No.  tanggal  dan /PT.  

kepada /PT.  
10. Akta Perusahaan No.  tanggal   Notaris 

(jika pemohon merupakan Perusahaan/Badan UsahalYayasan) 
11. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/lzin Prinsip 

Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

12. Izin Lingkungan No. Tanggal  
13. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  Tanggal 

14. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) No. tanggal  
15. Izin Dewatering No.  tanggal  



16. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IlPAL) No.  
tanggal  

17. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.  tanggal 

18. Rekomendasi Ketinggian Bangunan No.  Tanggal 

19. Persetujuan Konsultasi TABG-AP No.  Tanggal 
 (Jika ada) 

20. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah No.  Tanggal 
(Jika ada) 

21. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Atas No.  Tanggal 
(Jika ada) 

22. Hasil Sidang TABG-SG Hasil Evaluasi Loading Test No. 
Tariggal (Jika ada) 

23. Hasil Sidang TABG-ME No. Tanggal 
(Jika ada) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU KOTA JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
DI JL.  RT.....I.... KEL.  KEC.  JAKARTA 

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon / Pemilik 
Alamat 
N PW P 
Untuk 
Lokasi 
Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 
Jumlah Basement 

KEDUA Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar 
rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. 

 No. serta tabel perhitungan 
intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang 
merupakan satu kesatuan dalam keputusan mi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk 

pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan 
beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing; 

b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 
dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemiik wajib 
memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan 
yang berlaku harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin 
yang tidak berfungsi sebagai lalu lintas umum; 

c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 



d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan 
finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-
gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (1MB) yang telah 
disahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; 

e. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib 
mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk 
laporan melalui aplikasi SILAKON 1MB 
(http://dcktrp,jakarta.go.id/silakon-imb)  kepada Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 

f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI 
Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

g. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta; 

h. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan Iingkungan hidup; 
Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu 
memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerja den Transmigrasi 
Provinsi DKI Jakarta; 

j. Apabila dalam pelaksanaanya terdapat perubahan desain atas 
perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaporkan dan 
menyerahkan perubahan desain tersebut kepada Dines 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta; 

k. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang telah 
ditetapkan make terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan 
sanksi sesual dengan ketentuan yang berlaku; 

1. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 
hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin mi yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 
sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KETIGA Izin mi sepenuhnya mengacu kepada 
a. Kajian Teknis Arsitektur No. tanggal  
b. Kajian Teknis Struktur No.  tanggal  
c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No. tanggal 

 dan 
d. Nota Penjelasan Pemeniksaan Lapangan No.  

tanggal  

KEEMPAT Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang lzin yang 



harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KEENAM Untuk dapat diterbitkan 1MB, harus segera melengkapi Perjanjian 
Pemenuhan Kewajiban atas SIPPTIIPPR (jika luas tanah > 5.000 m2) 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak 

diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF); 

(Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan 
dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
pelanggaran; 

KESEMBILAN : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin ni batal dengan sendirinya; 

KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, segala 
sesuatunya akan diralatldiubah sebagaimana mestinya; 

KESEBELAS Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta 
No mo r 
Tanggal 

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU 

Pemohon  

Lokasi JIn.  
Jakarta  

RT .....I..... Kel.  Kec.  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona KI 

Luas Lahan Perencanaan  M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan  M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement  M2  

Penggunaan Bangunan KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Fintu Provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta 
Nomor 
Tanggal 

INFORMASI RENCANA KOTA 

6150 69200 690250 6300 

/ INSET PETA 

J T 'III!  
10

/ 
I 

 1 RI 

PROVINSI DAERAII KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD4J SATU PINTU 

LEMBAR PETA IN! ADALAH PRODUK MATER! tINTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, flDAK DAPAT DIGUNAXAN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERXZINAN. 

TANGGAL PEM1)ATAN: 

\ 

U 

Meter 

0 20 40 60 

LuasSertipdcat 
Luas Terkiia Rrcana 
loka5iTanatl 

LEGENDA 
— GSB st.a ecamatan 

AS )ALAN Tedcena Rencana Jalan Kota Mm 

LEUAR JALAN RENC/#1P JAL.At4 
 AS JALAN RENCANA [1] R.9 

Suinber I)at.i: 
I. Bidang BPN/hasil ukur SKB/ basil ukur julu ukur (piili salah saw) ID Sub Blok KDB KLB KB KDH KTB TIPE PSL LUAS (Mi) 

2. Piii Operaion*I dri jkaIlI.jakrIa,gQ.k1 skala 
1:1000 
3. Peta Struktur dan jakanasatu.jakarta.goid skala 1:1000 

BIDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGTAS1 PEMOHON YANG DIKOREKSI OLEH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG 8PN 



Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  



1MB Sementara Berjanqka Kewenanqan DPMPTSP 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NOMOR ../C.37a2/ I I IeI2O2.. 
TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
Dl (LOKASI)  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 
Sifat : Sementara 

Be rj an g ka  
Masa Berlaku 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan hash penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama ... (Nama 
Pemohon) No. Pendaftaran .. (No Token).... merupakan 
bangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 
tentang RDTR dan PZ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Sementara 
Berjangka di JIn.  RT.....I.... Kel. 

 Kec.  Jakarta  



1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

1. IRKIRTLB No.  tanggal ....     (Peruntukan/Sub 
Zona); 

2. Sertifikat No.  tanggal ....     a.n.  
luas m2 berakhirnya hak s.d.  
(jika sertifikat Iebih dan I harus dituliskan semua) 

3. Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  
No.  
(jika terdapat perjanjian kerjasama) 

4. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) No.  
tanggal  

5. Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
6. Surat Pernyataan YBS Tidak Sengketa tanggal  
7. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No.  

Tanggal  
9. Surat Kuasa No.  tanggal ....     dan /PT. 

 kepada /PT.  
10. Akta Perusahaan No.  tanggal 

(jika pemohon merupakan 
Usaha/Yayasan) 

11 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

Mengingat 

Memperhatikan 

Notaris 

Perusahaan/Badan 

(SIPPT)/lzin Prinsip 



12. Izin Lingkungan No. Tanggal  
13. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  langgal 

14. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) No. tanggal  
15. Izin Dewatering No.  tanggal ..... 
16. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IlPAL) No.  

tanggal  
17. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.  tanggal 

18. Rekornendasi Ketinggian Bangunan No. . Tanggal 

19. Persetujuan Konsultasi TABG-AP No.  Tanggal 
 (Jika ada) 

20. Hasil Sidang TABG-SG Struktur Bawah No.  
Tanggal (Jika ada) 

21. Hash Sidang TABG-SG Struktur Atas No.  Tanggal 
(Jika ada) 

22. Hasil Sidang TABG-SG Hasil Evaluasi Loading Test No. 
Tanggal (Jika ada) 

23. Hash Sidang TABG-ME No.   Tanggal 
(Jika ada) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU KOTA JAKARTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(1MB) PENDAHULUAN MENYELURUH DI JL.  RT.....I.... 
KEL.  KEC. JAKARTA  

KESATU Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon / Pemilik 
Alamat 
NPWP 
Untuk 
Lokasi 
Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 
Jumlah Basement 

KEDUA Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar 
rencana arsitektur dengan perencana IPTB Arsitektur a.n. 

 No. serta tabel perhitungan 
intensitas bangunan yang telah disetujui dalam lampiran izin yang 
merupakan satu kesatuan dalam keputusan mi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Izin Mendhrikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk 

pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi struktur bangunan 
beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing; 

b. Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 
dimulai papan nama proyek harus terpasang dan pemhik wajib 
memasang pagar halaman pengaman proyek menurut ketentuan 
yang berlaku harus diatas bagman tanah atas nama pemegang izmn 
yang tidak berlungsi sebagai lalu lintas umum; 



c. Bahan bangunan/puing/tanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 

d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan pekerjaan 
finishing harus dilakukan menurut perhitungan dan gambar-
gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan (1MB) yang telah 
disahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; 

e. Pengawas konstruksi bangunan gedung wajib 
mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam bentuk 
laporan melalui aplikasi SILAKON 1MB 
(http://dcktrp.jakarta.go.id/silakon-imb)  kepada Dinas Cipta Karya, 
Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 

f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI 
Jakarta akan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

g. Perubahan atas gambar rencana yang telah disahkan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta terlebih dahulu harus diperoleh izin tertulis dan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta; 

ft Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan lingkungan hidup; 

i. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluan waktu yang telah ditentukan maka perlu 
memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi DKI Jakarta; 

j. Apabila dalam pelaksanaanya terdapat perubahan desain atas 
perencanaan yang telah disahkan maka agar dilaponkan dan 
menyerahkan perubahan desain tersebut kepada Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKl Jakarta; 

k. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang telah 
ditetapkan maka terhadap pelaksanaan lebih akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

I. Akibat yang benkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 
hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin mi yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 
sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

KETIGA Izin ni sepenuhnya mengacu kepada 
a. Kajian Teknis Arsitektur No. tanggal  
b. Kajian Teknis Struktur No.  tanggal  
c. Kajian Teknis Mekanikal Elektrikal No. tanggal 

 dan 
d. Nota Penjelasan Pemeniksaan Lapangan No.  

tanggal  



KEEMPAT . Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

1MB mi diberikan dengan catatan bahwa pemohon wajib memenuhi 
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 
a. Agar menyampaikan usulan untuk dapat disesuaikan peruntukan 

(zonasi) dalam Perubahan Perda 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta; 

b. Apabila terdapat perbedaan NIB antara sertikat dengan data BPN 
dalam bhumi.atrbpn.go.id. Mohon koordinasikan dengan Kantor 
BPN setempat; 

c. Melakukan penyesuaian sesuai arahan dan TABGITim Sidang 
Pe m uga ran; 

d. Melakukan perubahan luas bangunan di PBB sesuai dengan luas 
bangunan terbaru; 

e. Bagian bangunan yang terkena rencana jalan diberikan sementara 
sampal dengan direalisasakannya rencana jalan dan/atau 
ditetapkannya revisi Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ; 

f. Bagian bangunan yang melanggar GSBIGSJ/GSS/GSPIJarak 
bebas bangunan dan/atau batasan intensitas bangunan harus 
dibongkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Harus menyediakan sumur resapan sesuai dengan ketentuan; 
h. Harus menyediakan tanaman dan pohon pelindung sesuai dengan 

surat gub. DK! Jakarta no.1220/-1.823.12 tanggal 08 Juli 1998 
tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung; 

i. Diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah; 
j. Menyediakan lubang biopori sesuai dengan lnstruksi Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta no.197 tahun 2008 tentang Percepatan 
Pembuatan Lubang Bioponi. 

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak 
diperkenankan digunakan sampai diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF); 

(Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan 
dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
pelanggaran; 

KESEMBILAN : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin ni batal dengan sendirinya; 

KESEPULUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ni, segala 
sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya; 



KESEBELAS : Keputusan ml mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda mendahului izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta 
Nomor 
Tanggal 

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU 

Pemohon  

Lokasi : Jin.  RT...../.....Kel.  Kec.  
Jakarta  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona Ki 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement M2  M2  

Penggunaan Bangunan 
KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta 
Nomor 

Tanggal 

INFORMASI RENCANA KOTA 

620a 

/ 
INSET PITA 

/ --
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+ /
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/
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/
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-, / R 9 
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916O 6992OO Oo 

PROVINSI DAERAH KIUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENMIAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADIJ SATIJ PINTU 

"LEMBAR PETA INI ADALAN PRODUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAN, TIDAK DAPAT DIGUNAICAN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PRODUK AKHIR PERIZINAN. 

TANGGAL PEMBUATAN: Nam,i Pimohc.n 

\ Meter LuasSertpikat 

U 0 20 40 60 
Lu Tena Rencana Jaar) 
LokaslTanah 

LEGENDA 
— GS8 SuaI Rencana 

AS MLM1 Terkena Rencana lalan Kota Mm 
LEAR JALAN RENCANA JALAN 
ASJALAN RENCANA 

Sumber Data: 
I. Bidang E3PN SilukurSKfl/liasilukurjuruukur(pilihsalahsatu) IDSub Blok KDB KLB KB KDH KTB TIPE PSL LUAS(M2) 

2 Pca Operuiiond drijkarLascujukurLa.gQ.id  kahi 
1:1000 
3. Peta Strukiur dan jakartasatu.jakarta.go.id  skala 1:1000 

8IDANG PERMOHONAN MERUPAKAN HASIL DIGITASI PEMOHON YANG DIKOREKsI OLEH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG BPN 



LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

- 
4 ' 

4 

Tampak Depan Kanan Tampak Depan Kin 

-- 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting QR Code Tampilan 3D 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal:  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  



1MB Bertahap Kewenangan DPMPTSP 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NOMOR .. ..IC.37a1 I  .1 IeI2O2.. 
TENTANG 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) 
DI (LOKASI)  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

Membaca Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
Nama Pemohon I Pemilik 
Bangunan gedung 
Alamat 
Untuk 
Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Luas bangunan gedung 
Diatas tanah 
Luas Tanah 
Atas nama/Pemilik tanah 
Terletak di 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan; 

b. bahwa mendahului Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan 
Bangunan (1MB) dapat dimohonkan persetujuan pelaksanaan 
pekerjaan persiapan; 

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas 
permohonan yang terdaftar atas nama , Nomor 
Pendaftaran , dapat diberikan Izin Mendirikan 
Bangunan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas 
perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta  tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (1MB) di Jin.  RT.....I.... Kel. 

 Kec.  Jakarta  



Mengingat 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi; 

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 
122 Tahun 2005 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung 

10. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin 
Pemanfaatan Ruang; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. 

Memperhatikan 1. IRK No. tanggal  (Peruntukan/Sub Zona); 
2. Sertifikat No.  tanggal ....     a.n.  

luas m2 berakhirnya hak s.d.  
(Jika sertifikat Iebih dan I harus dituliskan semua) 

3. Perjanjian Kerjasama PT.  dengan PT  
No.  
(jika terdapat perjanjian kerjasama) 

4. Surat Permohonan 1MB No. tanggal  
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa YBS tanggal  
6. Surat Pernyataan GPA tidak ada perubahan No.....Tanggal 
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi No  

Tanggat  
8. Surat Kuasa No.  tanggal ....     dan /PT. 

 kepada /PT.  
9. Akta Perusahaan No.  tanggal ....     Notaris 

10. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip 
Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor; 
(untuk tanah > 5.000 m2) 

11. lzinLingkunganNo. Tanggal  
12. Kelayakan Lingkungan Hidup No.  Tanggal 

13. PLB/Kajian Pengelolaan Air Hujan No. tanggal  
14. Izin Dewatering No.  tanggal ..... 
15. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) No.  tanggal 



16. Hasil sidang TABG-AP Nomor  tanggal 

(untuk ban gunan yang termasuk kiasifikasi TABG-AP) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU KOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN 
PEKERJAAN PERSIAPAN DI JL.  RT.....I.... KEL. 

 KEC. JAKARTA  

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada: 
Nama Pemohon I Pemilik 
Alamat 
NPWP 
Untuk 
Lokasi 
Fungsi Bangunan 
Jenis Bangunan 
Nama Bangunan 
Luas Bangunan 
Jumlah Lapis 
Jumlah Basement 

KEDUA Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan mi diberikan izin atas 
permohonan Saudara diatas sesuai dengan gambar — gambar dan 
peta situasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 1MB Pendahuluan Persiapan ni diberikan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
- Pekerjaan pematangan lahan (land clearing); 
- Pemagaran proyek; 
- Soil Test Investigation; 
- Uji Beban Pendahuluan (Preliminary loading test); 
- Direksi keet; 
- Ground Breaking. 

b. Pemagaran pelataran kerja menurut ketentuan yang berlaku 
harus diatas bagian tanah atas nama pemegang izin yang tidak 
berfungsi sebagai lalu lintas umum; 

c. Bahan bangunan/puingltanah galian, penempatan bangsal kerja 
(bouwkeet) dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pembangunan harus berada di dalam pelataran kerja; 

d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI 
Jakarta akan metakukan pemeriksaan lapangan secara berkala 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan; 

e. Pelaksanaan proyek tidak mengganggu lingkungan sekitar dan 
mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Izin Lingkungan; 

f. Pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batas jam waktu yang telah 
ditetapkan dalam peraturan, jika kegiatan memerlukan waktu 
pelaksanaan diluar waktu yang telah ditentukan maka perlu 
memperoleh izin dan Dinas Tenaga Kerj dan Transmigrasi 
Provinsi DKI Jakarta; 

g. Apabila dalam pelaksanaanya melebihi batas izin yang telah 



ditetapkan maka terhadap pelaksanaan Iebih akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. Akibat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dan/atau 
hasil pekerjaan yang dimaksud dalam surat izin mi yang 
menimbulkan kerugian/kerusakanfgangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggungan/resiko pemegang izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan persiapan, maka 

kegiatan pembangunan harus dihentikan sampai adanya izin yang 
diterbitkan dalam tahapan selanjutnya; 

KETIGA Izin mi sepenuhnya mengacu kepada 
a. Persetujuan Pra Permohonan Nomor berkas........ 
b. Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan No.  

tanggal  

KEEMPAT Penyimpangan/tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan 
akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku; 

KELIMA 

KEENAM 

Akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
menimbulkan kerugian/kerusakan/gangguan kepada pihak lain, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab/resiko Pemegang Izin yang 
harus diselesaikan sebaik-baiknya; 

Untuk proses Izin Mendirikan Bangunan (1MB) selanjutnya, Saudara 
harus segera melengkapi perizinan dan atau non perizinan yang 
dipersyaratkan dengan melakukan koordinasi dengan Bidang 

Pelayanan Perizinan terkait di Iingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau 
SKPD terkait sebagai berikut: 
a. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) ke Bidang 

Pelayanan II dengan melalui proses persetujuan konsultasi TABG-
AP; 

b. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Bidang Pelayanan II 
dengan proses melalui Rapat Pimpinan Gubernur BKPRD untuk 
lokasi yang dipersyaratkan; 

c. Izin Lingkungan ke Bidang Pelayanan II dengan proses 
permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta; 

d. Persetujuan Analisia Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ke Bidang 
Pelayanan II dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke 
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; 

e. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) ke Bidang Pelayanan II dengan 
proses permohonanrekomendasi teknis ke Dinas Sumber Daya Air 
Provinsi DKI Jakarta; 

f. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IlPAL) ke Bidang Pelayanan I 
dengan proses permohonan rekomendasi teknis ke Dinas Sumber 
Daya Air Provinsi DKI Jakarta; 

g. Izin Dewatering ke Bidang Pelayanan II dengan proses 
permohonan rekomendasi teknis ke Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 

h. HasH Sidang TABG-SG Struktur Bawah, Struktur Atas dan Evaluasi 
Hasil Loading Test ke Bidang Pelayanan I dengan melalui proses 
konsultasi ke TABG-SG, 

i. Hasil Sidang TABG-ME ke Bidang Pelayanan I dengan melalui 
proses konsultasi ke TABG-ME. 



j. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas Izin Prinsip Pemanfaatan 
Ruang (IPPR) ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta (jika dipersyaratkan); 

k. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 
(KKOP) ke Otoritas Bandar Udara untuk lokasi yang berada di 
Sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi 
penerbangan. 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

K ES EM B I LA N 

Terhadap kegiatan pembangunan yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung dikenai sanksi antara lain: 
a. Denda mendahului izin terhadap kegiatan pembangunan yang 

pelaksanaannya mendahulul izin/persetujuan bangunan gedung; 
b. Pengenaan kewajiban pelampauan KLB Terhadap kegiatan 

pembangunan yang melampaui batasan intensitas KLB dengan 
kriteria tertentu sesuai ketentuan; 

c. Perintah pembongkaran bangunan gedung; 
d. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan bangunan 

gedung; 
e. Pencabutan/Pembekuan Izin/Persetujuan Bangunan Gedung 

Persetujuan Pendahuluan Persiapan mi berlaku selama 6 (Enam) bulan 
sejak ditetapkan, dan apabila sudah melebihi masa berlaku yang telah 
ditetapkan maka Persetujuan mi dapat dievaluasi kembali; 

(Nama Pemohon/Pemilik) harus memasang CCTV yang akan 
dipantau dan diawasi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengantipasi apabila terdapat 
pelanggaran; 

KESEPULUH : Apabila kemudian han terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar 
atau palsu, maka izin mi batal dengan sendirinya; 

KESEBELAS Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin mi, segala 
sesuatunya akan diralatldiubah sebagaimana mestinya; 

KUDUABELAS Keputusan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  

*perizinan  mi dikenakan retribusi sebesar Rp.  (terbilang) dan 
denda men dahului izin (jika ada) sebesar Rp.  (terbilang) 

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan 



Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi DKI Jakarta 
Nomor  
Tanggal  

TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN 

Perihal IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
MENDIRIKAN BARU 

Pemohon  

Lokasi : Jin.  
Jakarta  

RT.....I..... Kel.  Kec.  

Rencana Batasan Penjelasan 

Subzona Ki 

Luas Lahan Perencanaan M2  M2  

Luas Lantai Dasar Bangunan M2  M2  

Luas Seluruh Lantai Bangunan  M2  M2  

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) % % 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Ketinggian Bangunan  Lantai  Lantai 

Parkir  Mobil  Mobil 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) % % 

Luas Dasar Hijau  M2  M2  

Koefisien Tapak Basement (KTB) % % 

Luas Tapak Basement M2  M2  

Penggunaan Bangunan KANTOR DAN FASILITASNYA 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  
Lampiran Keputusan Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan 



TAI4GL PEMBUATAN: Nama Pemohoi 

INFORMASI RENCANA KOTA 

62O 

PROVINSI DAERAU KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DLNAS PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPAD(J Th PINTU 

1.EMBA* PETA XNIADALAH PROOUK MATERI UNTUK PEMBUATAN PROPOSAL PERMOHONAI4., TIDAIC DAPAT DIGUNAICAN SECARA 
TERPISAH DAN BUKAN PR000K AICHIR PERIZINAA' 

o 

Meter 

0 20 40 60 

LEGEN DA 
— GSS 

A5.LAN 

— LEAR ALAN RENCANA 

AS 3ALAN RENCANA 

Sumber Data: 
I. I3idan RPNihasi1 ukur SKB/ hasil ukurjuru ukui (p11th salali satu) 
2. Pct Opvrasional cbri Jakart juktirta.gu.id  skala 
:1000 

3. Peta Struktur dan jakariasatu.jakarla.gojd skata 1:1000 

KDB KLB KB KDH KTB TIPE PSL LUAS (M2) IDSub 810k 

BIDANG PERIIOHONAJ4 HERUPAKAN KASIL DIGITASI PEMOKON YANG DIKORERSi OLEH 
PENARIK RENCANA BERDASARKAN BIDANG aevr -  

Lias 5ertip4at 

Luas Tericena Rencana )alan 
Lokasi Tan 

Keluratan 

Kecama(an 
Koth Mm 

SuaI Rencana 

Terkena Rericana .Jalan 

)ALAN 

R.9 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi DKI Jakarta 
Nomor  
Tanggal  



Tampak Depan Kin Tampak Depan Kanan 

Tampak Belakang Kin Tampak Belakang Kanan 

Foto Lokasi Eksisting OR Code Tampilan 3D 

LAMPIRAN GAMBAR 3 DIMENSI 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

NIP.  

KEPALA D ENANAMAN MODAL DAN 
,\ERPADUSATUPh U 

j IJ. ART 

\ I GUSC DRA 
'' 

 NIP 196908081997031004 
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